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A. Latar Belakang Masalah 
Akad mura>bah}ah merupakan akad pembiayaan yang saling 
menguntungkan oleh sa>h}ib al-ma>l dengan pihak yang membutuhkan melalui 
transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan jual 
terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba sa>h}ib al-ma>l dan 
pengembaliannya di lakukan secara tunai atau angsur.1 Sesuai dengan 
penjelasan tersebut di ketahui bahwa akad mura>bah}ah merupakan akad 
dimana pihak sa>h}ib al-ma>l harus memberitahukan harga sesungguhnya 
kepada pihak yang membutuhkan tersebut sebelum di tambah dengan 
keuntungan. Karena akad mura>bah}ah merupakan akad jual beli dengan harga 
awal disertai dengan tambahan keuntungan. Di lembaga keuangan syariah 
keuntungan lebih dikenal sebagai margin. Proses perhitungan marginpun 
biasanya diatur oleh BMT sendiri atau sesuai dengan kesepakatan dengan 
nasabah yang ingin melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad 
mura>bah}ah. 
Tidak hanya hukum Islam saja yang mengatur tentang keuntungan bagi 
setiap pelaku kegiatan ekonomi di lembaga keuangan syariah. Namun, 
                                                          
1 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta:Kencana, 2013), 136 
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Dewan Syariah nasional (DSN) MUI pun memberikan aturan tentang 
penyelesai pembiayaan bermasalah. Diketahui pada fatwa DSN no. 47/DSN-
MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang mura>bah}ah bagi nasabah yang 
tidak mampu membayar. Didalamnya jelas mengatur tentang ketentuan 
penyelesaiannya pembiayaan bermasalah yang harus digunakan oleh lembaga 
keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan fatwa 
tersebut atas dasar beberapa hal, antara lain : 
1. Bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga 
Keuangan Syari’ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan 
dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah; 
2. Bahwa dalam hal nasabah tidak mampu membayar, maka diselesaikan 
dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam; 
3. Bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut 
Syari’ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa untuk 
dijadikan pedoman.2 
Atas dasar pertimbangan beberapa hal di atas Dewan Syariah Nasional – 
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memandang perlu untuk  menetapkan 
fatwa tentang metode penyelesaian pembiayaan mura>bah}ah di Lembaga 
Keuangan Syariah untuk dijadikan sebagai pedoman. 
 
                                                          
2 Himpunan Fatwa DSN MUI, http://almist.blogspot.com/2010/fatwa-dsn-muidiakses pada tanggal 
18 Nopember 2015. 

































Selain itu Firman Allah QS. al-Baqarah : 2803 
                                  
Artinya :”... Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguhan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu lebih bik bagimu, jika kamu mengetahui.”( QS. al-Baqarah : 
280) 
 
Serta firman Allah QS. An-Nisa>a’: 29 
                                
                      
Artinya :“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian salingmemakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalanyang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yangberlaku dengan sukarela di antaramu…”.( QS. an-Nisa>a’: 
29)4 
Berdasarkan firman Allah SWT tersebut sudah jelas bahwa akad 
mura>bah}ah merupakan akad jual beli yang di dasarkan atas suka sama suka  
anatara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dan juga dalam melakukan 
transaksi  muamalah seharusnya saling terbuka dan tidak ada yang memakan 
harta sesama dengan cara yang batil. 
Mura>bah}ah merupakan salah satu akad pembiayaan yang juga 
menerapkan system saling percaya. Dimana penjual menyebutkan harga 
pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli 
                                                          
3 Menteri Agama Republik Indonesia, Al- Quran dan Terjemahannya 30 Juz (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penerjeman/ Penafsir Al-quran, 1987), 71. 
4 Ibid., 122. 

































dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. 
Dalam akad mura>bah}ah, penjual menjual barangnya dengan meminta 
kelebihan atas harga beli dengan harga jual.5  
BMT UGT Sidogiri merupakan penjual dari barang yang akan di beli 
oleh nasabah. Pihak BMT UGT Sidogiri akan menyediakan barang yang 
dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian 
menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan harga beli yang dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri ke supplier. 
Pembayaran atas transaksi mura>bah}ah dapat dilakukan dengan cara 
membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran 
angsuran selama jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu 
BMT dan nasabah. Tapi dalam prakteknya dalam perjalanan pembiayaan 
tersebut banyak nasabah yang melakukan penyimpangan. Sehinggah terjadi 
pembiayaaan bermasalah dalam peraktiknya pihak BMT tidak melakukan 
sanksi tegas pada nasabah.  
Pihak BMT hanya melakukan pemberitahuan pada nasabah atas 
keterlambatan tersebut. Kemudian jika nasabah tersebut tetap tidak 
menghubris atau tetap tidak mau membayar maka pihak BMT akan 
melakukan perubahaan akad yang sesuai dengan akad dengan tujuan pihak 
nasabah meneruskan pembayaran. Namun jika hal tersebut tetap tidak bisa 
                                                          
5 Ismail, Perbankan Syariah,  (Jakarta: Kencana, 2011), 138 

































membuat nasabah jera dan tetap tidak bisa meneruskan pembayaran maka 
pihak nasabah melakukan wanprestasi.6  
Jadi berdasarkan hukum Islam terhadap ketentuan fatwa DSN MUI No. 
47/DSN-MUI/II/2005 tersebut serta berdasarkan permasalahan penyelesaian 
pembiayaan mura>bah{ah tersebut. Peneliti mencoba mengkaji cara 
penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan murabahah di 
BMT Sidogiri cabang Sepanjang dengan melakukan penelitian yang berjudul 
“Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa DSN MUI NO. 47 / DSN – MUI / II / 
2005 tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Sidogiri Cabang 
Sepanjang Sidoarjo”. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Dari latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi pada 
penelitian ini adalah: 
1. Praktik pembiayaan mura>bah}ah. 
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang 
Sepanjang 
3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan Hukum Islam 
4. Penerapan fatwa DSN no. 47/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian 
pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. 
                                                          
6 Ahmad Jalaludin, Wawancara, Sidoarjo, 03 Maret 2016. 

































Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan penulis dalam 
mengidentifikasi masalah, maka dalam penelitian ini akan dilakukan 
pembatasan masalah sebagai berikut: 
1. Praktik pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang 
Sepanjang. 
2. Analisis hukum Islam terhadap fatwa DSN no. 47/DSN-MUI/II/2005 
tentang penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT 
Sidogiri Cabang Sepanjang. 
 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri 
Cabang Sepanjang? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fatwa DSN no. 47/DSN-
MUI/II/2005 tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT 
Sidogiri Cabang Sepanjang? 
 
D. Kajian Pustaka  
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 
yang sudah di lakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas 
bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan penggulangan atau 

































duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada.7 Penelitian terdahulu yang 
membahas kajian yang berkaitan dengan mura>bah}ah yakni : 
Penelitian yang dilakuan oleh Afina Truly Rasidahadi8, dengan judul 
“Strategi Pencegahan Pembiayaan Murabahah Multiguna Bermasalah (Studi 
Kasus Pada BNI Syariah Cabang Surabaya)”. Penelitian ini untuk menjawab 
pertanyaan bagaimana strategi pencegahan pembiayaan mura>bah}ah 
multiguna bermasalah dan bagaimana implikasi dari strategi pencegahan 
pembiayaan mura>bah}ah multiguna bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang 
Surabaya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam melakukan 
pencegahan terjadinya pembiayaan mura>bah}ah multiguna bermasalah, Bank 
BNI Syariah Cabang Surabaya melakukan tindakan atau prosedur pokok, 
yaitu dengan menggunakan analisis penerapan prinsip kehati-hatian yang 
dilihat dari aspek 5C (character, capital, capacity, collateral, dan condition). 
Penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah Darojah9, dengan judul “Analisis 
Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Rasio Likuiditas, Rasio 
Rentabilitas dan Rasio Solvabilitas di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT 
Amanah Ummah Surabaya”. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan 
bagaimana pembiayaan bermasalah, dan 6 variabel dependen yakni, rasio 
                                                          
7 Surat Keputusan Dekan Fak.Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan 
Fakultas Syari’ah, 9. 
8 Afina Tuly Rasidahadi,Strategi Pencegahan Pembiayaan Murabahah Multiguna Bermasalah (Studi 
Kasus Pada BNI Syariah Cabang Surabaya) (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015) 
9 Zakiyah Darojah,  Analisis Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Rasio Likuiditas, Rasio 
Rentabilitas dan Rasio Solvabilitas di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah 
Surabaya (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015). 

































likuiditas yang meliputi: current ratio dan loan to deposit ratio, rasio 
rentabilitas yang meliputi: return on asset dan return on equity, dan rasio 
solvabilitas yang meliputi: current asset to debt ratio dan capital adequacy 
ratio.Hasil penelitian ini menyimpulkan agar lebih berhati-hati dalam 
pemberian pembiayaan dan tetap melakukan pengawasan pembiayaan sejak 
pembiayaan tersebut dicairkan untuk memperkecil kemungkinan 
meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah. Dan mempertahankan 
manajemen dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sudah cukup 
baik. 
Disini jelas terdapat perbedaan pada skripsi yang dikaji oleh penulis 
dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan padacara penyelesaian 
pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan Hukum Islam terhadap Fatwa 
DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah 
bagi nasabah yang tidak mampu bayar. 
 
E. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT 
Sidogiri Cabang Sepanjang. 
2. Untuk mengetahui hasil tinjauan hukum islam terhadap fatwa DSN 
no.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah di 
BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang 

































F. Kegunaan Hasil Teoritis 
Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa kegunaan yang dapat 
diambil secara teoritis maupun praktis, yakin sebagai berikut: 
1. Teoritis  
a. Sebagai sarana untuk memahami kesesuaian antara teori dengan 
praktik di lapangan yang berkenaan dengan pembiayaan mura>bah}ah di 
lembaga keuangan syariah. 
b. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh 
selama kuliah. 
c. Bahan referensi dalam menganalilis Hukum Islam terhadap fatwa 
DSN MUI yang diterapkan pada pembiayaan murabahah di Lembaga 
Keuangan Syariah. 
2. Praktis  
a. Memberikan pandangan kepada peneliti selanjutnya unuk melakukan 
penelitian yang lebih komperhensif tentang penerapan pembiayaan 
murabahah berdasarkan Hukum Islam dan fatwa DSN MUI. 
b. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi UIN Sunan Ampel 
Surabaya pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, 
khususnya Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi 
Syariah (Muamalah) 

































c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 
berguna bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam menerapkan 
pembiayaan mura>bah}ah yang sesuai dengan kebijakan fatwa DSN 
MUI. 
 
G. Definisi Operasional 
Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Fatwa DSN 
no.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di 
BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Kabupaten Sidoarjo”. Beberapa 
istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut adalah: 
1. Hukum Islam: seperangkat aturan yang berlandaskan hadits dan ijima’ 
serta pendapat para ulama yang dijadikan dasar, acuan atau pedoman 
syariat Islam tentang mura>bah}ah. 
2. Fatwa DSN no.47/DSN-MUI/II/2005: Fatwa Dewan Syariah Nasional 
yang berisi tentang penyelesaian piutang mura>bah}ahbagi nasabah yang 
tidak mampu membayar. 
3. Pembiayaan Bermasalah: suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh 
lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan 
pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjdi hal-hal seperti 
pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak 

































memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak 
menepati jadwal angsuran. 
4. BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang: Baitul Mal wa Tanwil (BMT) 
merupakan lembaga keuangan jasa syariah yang kegiatan usahanya 
adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat laba 
dan nirlaba (sosial). Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan 
pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau 
investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. 
 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian  
Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Fatwa DSN 
no.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 
di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Kabupaten Sidoarjo”. 
Merupakan penelitian yang bersifat field research (penelitian lapangan) 
yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.10 Objek 
penelitian ini adalah mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah 
khususnya pada akad mura>bah}ah, sedangkan subjek penelitian sebenarnya 
adalah semua pihak yang terkait dalam pembiayaan mura>bah}ah yang 
bermasalah. 
                                                          
10 Lexy J Molenong, Metodologi Penelitian  Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 
248. 

































2. Data yang Dihimpun 
Data yang dihimpun untuk penelitian ini adalah data yang terkait 
dengan pembiayaan mura>bah}ah khususnya yang bermasalah di BMT 
Sidogiri Cabang Sepanjang seperti: 
a. Data primer: 
1) Cara atau persyaratan pengajuan pembiayaan  
2) Sistim pembayaran serta pelunasan pembiayaan mura>bah}ah. 
3) Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri 
Cabang Sepanjang. 
b. Data sekunder: 
1) Presentase keuntungan pembiayaan mura>bah}ah. 
2) Proses pencairan dana pembiayaan mura>bah}ah. 
3) Resiko dan sanksi keterlambatan pembayaran mura>bah}ah. 
3. Sumber Data 
Untuk menggali kelengkapan data tersebut, maka diperlukan 
sumber-sumber data sebagai berikut: 
a. Sumber primer: data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung 
di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 
memerlukannya11. Data ini diperoleh penulis secara langsung dari:  
1) Kepala Cabang Farid Nur Cahyo 
                                                          
11 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum  (Surabaya: Hilal pustaka, 2013), 93. 

































2) Karyawan Ahmad Jalaludin 
3) Serta nasabah yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang 
Sepanjang. 
b. Sumber sekunder: data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 
orang yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang 
telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan 
penelitian terdahulu.12 Adapun literatur yang berhubungan dengan 
pembahasan seputar masalah ini: 
1. Himpunan Fatwa DSN MUI. 
2. Pembukuan BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. 
3. Fiqh Ekonomi Syariah, karya Mardani. 
4. Fiqh Muamalah, karya Hendi suhendi. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Observasi 
Penelitian ini menggunakan teknik observasi secara langsung 
dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung 
terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu 
dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam 
                                                          
12 Ibid., 94. 

































situasi buatan yang khusus diadakan.13 Dalam penelitian ini, 
observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke BMT Sidogiri 
Cabang Pembantu Sepanjang. 
b. Wawancara 
Wawancara atau interview yaitu pengumpulan data dengan 
cara mengadakan wawancara kepada responden yang didasarkan 
atas tujuan penelitian yang ada. Di samping memerlukan waktu 
yang cukup lama untuk mengumpulkan data, peneliti harus 
memikirkan tentang pelaksanaannya14. Dalam penelitian ini, 
wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik 
secara struktual maupun bebas dengan pihak BMT Sidogiri 
Cabang Sepanjang yaitu Kepala Cabang, teller, serta Nasabah dari 
BMT Sidogiri Cabang Sepanjang. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditunjukan pada subyek penelitian, namun melalui 
dokumen.15 Penggalian data ini dengan cara menelaah dokumen-
dokumen atau arsip-arsip data yang berhubungan dengan  
 
                                                          
13 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 26. 
14 Suharsimi Aritmoko,  prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
1998), 117. 
15 M. Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87 

































5. Teknik Pengelolaan Data 
Setelah semua data, baik itu dari segi penelitian lapangan maupun 
hasil pustaka terkumpul, maka dilakukan analisa data secara 
kualitatifdengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 
1. Editing, yaitu sebelum data diolah (mentah), data tersebut perlu 
diedit lebih dahulu dengan perkataan lain, data atau keterangan 
yang telah dikumpulkan dalam record book, daftar pertanyaan 
ataupun interview quide perlu dibaca sekali lagi, jika disana sini 
masih terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan. Kerja 
memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-
keraguan data dinamakan mengedit data.16 
2. Organizing, yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh 
sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun 
laporan skripsi dengan baik.17 
3. Penemuan hasil, pada tahap ini penulis menganalisis data-data 
yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh 
kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang 
akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.18 
 
                                                          
16 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 406. 
17 Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66. 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243. 

































6. Teknik Analisis Data 
Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Lexi J. Moleong 
mengartikan analisis data sebagai proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan 
uraian dasar.19 
Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka 
teknik menganalisisnya deskriptif analisis. Penelitian ini berorientasi 
memecahkan masalah dengan melakukan pengukuran variable 
independen dan dependen, kemudian menganalisa data yang 
terkumpul untuk mencari hubungan antara variable. Data yang 
terkumpul diproses dengan rinci menjadi uraian dasar. Pola piker yang 
digunakan adalah metode deduktif, yaitu metode berfikir yang 
menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya 
dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Data yang 
terkumpul diproses secara rinci menjadi suatu uraian dasar, kemudian 
dianalisis berdasarkan Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 
47/DSN-MUI/II/2005. 
Dari pemaparan diatas penelitian diarahkan untuk mencoba 
mengungkapkan bagaimana analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN 
MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian pembiayaan 
                                                          
19 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum…, 289 

































bermasalah di lembaga keuangan syariah khususnya di BMT UGT 
Sidogiri Cabang Sepanjang yang akan dipaparkan secara sederhana 
namun mendalam dan langsung pada aspek yang diteliti. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Penulisan skripsi nantinya akan dibagi dalam beberapa bab yang terdiri 
dari lima bab, yaitu: 
Bab pertama pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, 
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua mengemukakan landasan teori tentang mura>bah}ah dan 
konsep penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan sumber-sumber 
pustaka yang mencakup tentang pengertian, dasar hukum, dan ketentuan 
hukum. 
Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran 
umun BMT Sidogiri Cabang Sepanjang Kabupaten Sidoarjo meliputi; sejarah 
BMT, visi misi, lokasi, struktur organisasi, job deskripsi, produk, tinjauan 
umum produk pembiayaan mura>bah}ah seperti ketentuan dan prasyaratan 
calon nasabah, prosedur pembiayaan mura>bah}ah, jenis pembiayaan 

































mura>bah}ah, proses pencairan dana pembiayaan mura>bah}ah, serta sistim 
pembayaran dan pelunasan pembiayaan mura>bah}ah. 
Bab keempat, membahas dan menganalisis hasil-hasil yang didapat dari 
data. Bab ini berisi tentang analisis hukum islam dan fatwa DSN no.47/DSN-
MUI/II/2005 terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT 
Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo. Meliputi analisis terhadap praktik 
penentuan margin sebelum akad mura>bah}ah dilakukan, dan analisis 
pengakuan serta pengukuran keuntungan oleh pihak BMT UGT Sidogiri 
Cabang Sepanjang Sidoarjo 
Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil 
penelitian dan saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak. 
 
